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Alih fungsi lahan pertanian menjadi perindustrian dapat mempengaruhi 
ketersediaan sumber daya air tanah. Pabrik atau perindustrian yang besar sangat 
memerlukan air dengan debit yang besar oleh karena itu pabrik melakukan 
pengeboran yang dalam, hal ini menyebabkan sumber mata air masyarakat sulit 
didapatkan oleh karena itu masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk 
mendapatkan air bersih. Karena air merupakan aspek yang penting bagi kehidupan 
dan agar terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. 
 





The transfer of agricultural land into industrial land can affect the availability of 
groundwater resources. Large factories or factories are in urgent need of water 
with large discharges, therefore, the factories are deeply drilling, which makes it 
difficult for the community to get water sources, therefore the community must 
pay additional costs to get clean water. Because water is an important aspect for 
life and for the creation of welfare for the whole society. 
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1. PENDAHULUAN 
Sumber daya air merupakan salah satu potensi alam yang penting untuk 
dikelola dan diteliti. Hal ini karena sumberdaya air merupakan sumberdaya 
yang vital dan sekaligus sebagai lambang kemakmuran. Indonesia juga 
merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dengan 
keaneka ragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini membuat negara 
Indonesia menjadi salah satu negara agraris terbesar di dunia. Sehingga 
produk pertanian di Indonesia cukup besar, yang mana di Indonesia pertanian 
mempunyai kontribusi penting terhadap perekonomian maupun terhadap 
pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Namun dengan semakin 
meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan dari sektor 
pertanian mengalami peningkatan yang berakibat pada kesejahteraan 
2 
masyarakat  yang sebagian besar sekarang berada di bawah garis kemiskinan
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Apabila menilik pada fenomena kondisi masyarakat dengan konversi lahan 
yang ada maka sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani sedangkan 
jumlah penduduk terus meningkat cepat, maka akan berdampak terhadap 
semakin sempitnya lahan pertanian. Sampai saat ini, teori produktivitas hasil 
pertanian masih dipengaruhi oleh luasnya lahan garapan yang dimiliki dan 
dikelola baik secara individu maupun kelompok. Konversi lahan adalah 
perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula 
(seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak 
negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri serta 
konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta 
proses pembangunan lainnya
2
. Utomo (1992), mendefinisikan alih fungsi 
lahan atau konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh 
kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi 
lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan 
potensial lahan itu sendiri
3
. Permasalahan air yang dihadapi Indonesia adalah 
keterbatasan sumber daya air disatu sisi, dan di sisi lainnya meningkatnya 
kebutuhan air untuk sektor pertanian, industri, perkotaan dan pemukiman, 
pertambangan,pembangkit tenaga listrik, pariwisata, air minum, kesehatan 
dan lain lain.
4
 alih fungsi lahan sering kali berujung pada kerusakan 
ekosistem yang begitu cepat. Salah satu dampak kerusakan ekosistem 
tersebut adalah munculnya krisis sumber daya air. Air adalah sumber daya 
yang sangat menentukan dan menyeimbangkan ”metabolisme” social dan 
lingkungan, maka alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian harus 
memperhatikan ketersedian sumber daya air untuk masyarakat maupun untuk 
                                                           
1 Handoko Probo Setiawan, 2016. “Alih Fungsi (Konversi) Lahan Pertanian ke Non  
Pertanian Kasus di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda”.  
Ejurnal Sosiatri- Sosiologi, Volume 4, 2016: 280-293, hal 281. 
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2016:282 
4 Hilman Manan, TEKNOLOGI PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR MENDUKUNG 
KETAHANAN PANGAN, Direktur Jenderal Pengelolan Lahan dan Air, volume 88 
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irigasi agar terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Karena tingginya 
angka pertambahan penduduk dan ditambah lagi semakin banyak industri-
industri yang berkembang di daerah maka konversi lahan atau alih fungsi 
lahan tidak dapat dihindari. Alih fungsi pertanian menjadi non pertanian 
harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Saat ini paket 
kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah yang membuka 
besar-besaran kran investor baik asing maupun domestik yang bertujuan 
untuk mendorong laju perekonomian nasional yang diharapkan akan 
memajukan kesejahteraan masyarakat. Melainkan menimbulkan masalah 
baru yaitu berkurangnya ketersediaan sumber daya air karena adanya alih 
fungsi lahan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “PENGARUH KONVERSI LAHAN PERTANIAN 
MENJADI PERINDUSTRIAN TERHADAP KETERSEDIAAN SUMBER 
DAYA AIR TANAH DI KEC. GROGOL KAB. SUKOHARJO ”.  
2. METODE 
Penilitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Yuridis-
empiris tersebut mengacu kepada perundang-undangan dan penelitian 
dilapangan. Teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling, 
metode pendekatan dengan yuridis empiris, pendekatan kuantitatif serta 
survey primer ke lahan pertanian dengan observasi. Jenis penelitiannya 
penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian di kecamatan Grogol, 
kabupaten Sukoharjo. Sumber data dari data primer yaitu wawancara, 
observasi dan survey langsung ke lapangan sedangkan data sekunder antara 
lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 
berwujud laporan. 
Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah metode 
dokumentasi dengan UU Nomor 41 tahun 2009, perda Kabupaten Sukoharjo 
No. 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kebupaten sukoharjo 
dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Studi 
pustaka dan studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif yaitu dengan cara penelitian yang menghasilkan 
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diskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan reponden secara tertulis atau 
lisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1. Penggunaan Lahan Menurut Desa Tahun 2014 -2016 ( Ha) 
No Desa Lahan Sawah Lahan Bukan Sawah Jumlah 
1 Pondok 60 232 292 
2 Parangjoro 296 191 487 
3 Pandeyan 199 165 364 
4 Telukan 58 267 325 
5 Kadokan 55 137 192 
6 Grogol 0 85 85 
7 Madegondo 6 138 144 
8 Langenharjo 25 170 195 
9 Gedangan 17 158 175 
10 Kwarasan 45 71 116 
11 Sanggrahan 73 111 184 
12 Manang 62 81 143 
13 Banaran 30 101 131 
14 Cemani 8 159 167 
 Jumlah 934 2066 3000 
 2013 991 2009 3000 
Sumber data : Cabang Dinas Pertanian Kecamatan 
Luas Wilayah Kecamatan Grogol tahun 2014 sampai 2016 tercatat 
3.000 Ha atau sekitar 6,43 persen luas Kabupaten Sukoharjo. Desa 
Parangjoro  merupakan  desa  yang  terluas  wilayahnya  yaitu  487  Ha 
(16,23 persen) sedangkan yang terkecil luasnya adalah desa Grogol seluas 85 
Ha (2,83 persen) Luas yang ada terdiri dari 934 Ha (33,03 persen) Lahan 
Sawah, 2.066 Ha (66,97 persen) Bukan Lahan Sawah. Luas lahan sawah 
maupun bukan lahan sawah pada tahun 2014 tidak mengalami perubahan. 
Luas Bukan Lahan Sawah yang dipakai untuk pekarangan sebesar 1.811 Ha 
atau 86,71 persen dari total luas bukan lahan sawah. Persentase tersebut 





                                                           
5http://sukoharjokab.bps.go.id diakses hari minggu tanggal 22 april 2018 jam 19.50 wib 
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Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah Perdesa 
Tahun 2014 (Ha) 







1 Pondok 60 8 220 0 4 292 
2 Parangjoro 296 7 162 0 22 487 
3 Pandeyan 199 16 131 0 18 364 
4 Telukan 58 12 232 0 23 325 
5 Kadokan 55 5 96 0 36 192 
6 Grogol 0 0 80 0 5 85 
7 Madegondo 6 3 130 0 5 144 
8 Langenharjo 25 10 152 0 8 195 
9 Gedangan 17 0 137 0 21 175 
10 Kwarasan 45 0 57 0 14 116 
11 Sanggrahan 73 0 102 0 9 184 
12 Manang 62 0 69 0 12 143 
13 Banaran 30 0 96 0 5 131 
14 Cemani 8 0 147 0 12 167 
 Jumlah 934 61 1811 0 194 3000 
 2013 934 73 1742 0 194 2943 
Sumber data : Cabang Dinas Pertanian Kecamatan 
 
Tabel 3. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah Per Desa  
Tahun 2015 ( Ha) 







1 Pondok 60 8 220 0 4 292 
2 Parangjoro 296 7 162 0 22 487 
3 Pandeyan 199 16 131 0 18 364 
4 Telukan 58 12 232 0 23 325 
5 Kadokan 55 5 96 0 36 192 
6 Grogol 0 0 80 0 5 85 
7 Madegondo 6 3 130 0 5 144 
8 Langenharjo 25 10 152 0 8 195 
9 Gedangan 17 0 137 0 21 175 
10 Kwarasan 45 0 57 0 14 116 
11 Sanggrahan 73 0 102 0 9 184 
12 Manang 62 0 69 0 12 143 
13 Banaran 30 0 96 0 5 131 
14 Cemani 8 0 147 0 12 167 
 Jumlah 934 61 1811 0 194 3000 
 2014 934 61 1811 0 194 3000 
Sumber data : Cabang Dinas Pertanian Kecamatan 
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1 Pondok 60 4 226 0 2 292 
2 Parangjoro 296 5 166 0 20 487 
3 Pandeyan 199 7 140 0 18 364 
4 Telukan 58 5 245 0 22 325 
5 Kadokan 55 0 96 0 36 192 
6 Grogol 0 0 80 0 5 85 
7 Madegondo 6 8 133 0 5 144 
8 Langenharjo 25 0 154 0 8 195 
9 Gedangan 17 0 137 0 21 175 
10 Kwarasan 45 0 57 0 14 116 
11 Sanggrahan 73 0 102 0 9 184 
12 Manang 62 0 69 0 12 143 
13 Banaran 30 0 96 0 5 131 
14 Cemani 8 0 147 0 12 167 
 Jumlah 934 29 1 848 0 189 3000 
 2015 934 61 1 811 0 194 2943 
 
Dari ketiga tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jenis penggunaan 
lahan di kecamatan Grogol tahun 2014 dan 2015 tidak mengalami perubahan 
atau Grogol meliputi lahan sawah seluas 934 hektar atau 31,13 persen dan 
lahan bukan sawah seluas 2.066 hektar, terdiri dari: 1.811 hektar lahan 
pekarangan, 61 hektar tegal/kebun dan lahan lainnya seluas 194 hektar 
dengan presentase 60% pekarangan, 31% tanah sawah, 2% tanah tegal dan 
7% lainya. Dan tahun 2016 mengalami perubahan tentang jenis penggunaan 
lahan yaitu pada tanah tegal dan lainnya yang masing masing turun 1% dan 
pada pekarangan mengalami kenaikan sebesar 2% dari tahun 2014 dan 2015. 
Pekarangan disini tidak menutup kemungkinan menjadi perindustrian atau 
perluasan kawasan perindustrian. Hal ini dibuktikan dengan tabel percepatan 
penggunaan lahan dibawah ini yang berasal dari Badan Pertanahan Nasional 
Sukoharjo. Dari tabel tersebut percepatan alih fungsi lahan pertanian menjadi 
perindustrian di kecamatan Grogol dari tahun 2014-2016 paling banyak 
terjadi di 4 (empat) desa yaitu telukan, parangjoro, pondok dan pandeyan. 
Dengan demikian, untuk menghitung percepatan alih fungsi lahan pertanian 
                                                           
6 http://sukoharjokab.bps.go.id Kecamatan Grogol Dalam Angka 2017, diakses hari minggu 
tanggal 27 april 2018 jam 20.20 wib 
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dengan dengan percepatan jumlah penduduk di kecamatan Grogol khususnya 
di desa sampel. Adapun perhitungannya sebagai berikut: 
y = luas konversi lahan pertanian menjadi perindustrian pada tahun n dan 
desa n ( dalam meter persegi )  
a = lahan pertanian yang tersisa pada tahun n (dalam meter persegi) 
 
     
      
 
Tabel 5. Penggunaan  Lahan  Perindustrian Di Kecamatan Grogol  
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2016 ( Ha
 
) 
No Desa Tahun Jumlah Jumlah 
Keseluruhan 
Lahan 
2014 2015 2016 
1 Pondok 1.1 1.6 0.81 3.51 292 
2 Parangjoro 1.6 0.7 0.8 3.1 487 
3 Pandeyan 0.5 0.4 0.8 1.7 364 
4 Telukan 4.8 1.7 0.04 6.54 325 
5 Kadokan 0 0 0 0 192 
6 Grogol 0 0 0 0 85 
7 Madegondo 0 0 2.3 2.3 144 
8 Langenharjo 0 0 0 0 195 
9 Gedangan 0 0 0.3 0.3 175 
10 Kwarasan 0 0 0 0 116 
11 Sanggrahan 0 0 0 0 184 
12 Manang 0 0 0 0 143 
13 Banaran 0 0 0 0 131 
14 Cemani 0 0 0.2 0.2 167 
Sumber Data : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo  
 
Tabel 6. Jumlah Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perindustrian 
Tahun 2014-2016 Di Desa Sampel (dalam meter persegi) 
Nama Desa Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 
Pondok 11000 16000 8100 
Parangjoro 16000 7000 8000 
Telukan 48000 17000 400 
Pandeyan 5000 4000 8000 
Sumber Data : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo 
Dari tabel diatas menunjukkan jumlah alih fungsi pertanian menjadi 
perindustrian dari tahun 2014-2106. Walaupun tiap tahun tidak mengalami 
kenaikan tetapi hal tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan air tanah 
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didesa tersebut. Jumlah perindustrian yang semakin meningkat maka 
kebutuhan air juga meningkat karena suatu perindustrian sangat 
membutuhkan air yang cukup besar/banyak hal ini tentu saja berdampak 
pada air tanah masyarakat sekitar. 
 
Tabel 7. Jumlah Lahan Pertanian Yang Tersedia Dari Tahun 2014-2016 ( ha ) 
Nama Desa Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 
Pondok 68 68 64 
Parangjoro 303 303 301 
Telukan 70 70 63 
Pandeyan 215 215 206 
Sumber data : BPS 
Dari tabel diatas menggambarkan jumlah lahan yang tersisa dari 
tahun 2014-2016,  pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada perubahan hal ini 
bukan tidak ada konversi lahan pertanian menjadi perindustrian melainkan 
yang dikonversi pekarangan adanya penurunan jumlah lahan pertanian di 
tahun 2016. 
 
Tabel 8.  Persentase Percepatan Konversi Lahan Di Desa Pondok, Parangjoro, 
Pandeyan,Telukan dari tahun 2014-2016 
No Desa Tahun 
2014 2015 2016 
1 Pondok 1,6 % 2,3 % 1,3 % 
2 Parangjoro 0,5 % 0,2 % 0,3 % 
3 Telukan 6,8 % 2,4 % 0,06 % 
4 Pandeyan 0,23 % 0,18 % 0,38 % 
 
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa desa Pondok tahun 2014 
ada percepatan konversi lahan sebesar 1,6 % lalu tahun 2015 mengalami 
kenaikan menjadi 2,3 % dan pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 1,3 
%, desa Parangjoro dari tahun 2014 sampai 2016 justru mengalami 
penurunan dari tahun 2014 sebesar 0,5 % dan tahun 2016 menjadi 0,3 % saja, 
lalu di desa Telukan penurunannya sangat drastis dari tahun 2014 sebesar 6,8 
% 2015 sebesar 2,4 % dan tahun 2016 menjadi 0,06 % sedangkan di desa 
Pandeyan percepatan konversi lahan tahun 2014 sebesar 0,23 % tahun 2015 
hanya sebesar 0,18 % tetapi pada tahun 2016 naik menjadi 0,38 %. 
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Tabel 9.Pernyataan Narasumber (Ahli Sumur)  Tentang Ketersediaan Air 
Tanah Di Desa Pondok, Parangjoro, Telukan, Pandeyaan  
Kec. Grogol Dari Tahun 2014-2016 
No Nama Desa Tahun 
2014 2015 2016 
1 Bp. Suwandi Pondok ± 5 m ± 7 m ± 8 m 
2 Bp. Muhammad Satibi Parangjoro ± 6 m ± 8 m ± 8.5 m 
3 Bp. Sukidi Pandeyan ± 5 m ± 6 m ± 7 m 
4 Bp. Sriyono Telukan ± 8 m ± 9 m ± 10 m 
 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa adanya penurunan sumber daya 
air tanah yang diakibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi perindustrian 
di kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo khususnya didesa Pondok seperti 
diutarakan narasumber Bp. Suwandi (tukang sumur) tahun 2014 terjadi 
konversi 1,1 ha dengan kedalaman sumur 5m lalu tahun 2015 terjadi 
konversi 1,6 ha kedalaman sumur bertambah 2 m menjadi 7 m atau 
mengalami percepatan sebanyak 28% dan tahun 2016 hanya terjadi konversi 
0.8 ha tetapi masih berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya air tanah 
dibuktikan dengan kedalaman sumur 8 m dengan kata lain tahun 2016 
mengalami percepatan sebesar 14%. Begitu pula di desa Parangjoro seperti 
yang disampaikan Bp. Muh Satibi pada tahun 2014 telah terjadi konversi 1,6 
ha kedalaman sumur 6 m lalu tahun 2015 terjadi konversi 0,7 ha kedalaman 
sumur bertambah menjadi 8 m atau mengalami percepatan 25% dan pada 
tahun 2016 ada konversi sebesar 0,8 ha masih berpengaruh juga terhadap 
ketersediaan air tanah yang dibuktikan dengan kedalaman sumur menjadi 8,5 
m dengan kata lain dari tahun 2015 menjadi 2016 mengalami percepatan 
5,8% lalu selanjutnya desa Pandeyan seperti dikatakan Bp. Sukidi di tahu 
2014 konversi yang terjadi 0,5 ha dengan kedalaman sumur 5 m pada tahun 
2015 konversi yang terjadi sebesar 0,4 ha kedalaman sumur menjadi 6 m 
dengan kata lain mengalami percepatan 16,6% dan tahun 2016 terjadi 
konversi 1,7 ha ini mempengaruhi kedalaman sumur yaitu menjadi 7 m 
dengan kata lain mengalami percepatan sebesar 14,2%. Dan di desa Telukan 
dengan narasumber Bp. Sriyono selaku ahli sumur beliau mengemukakan 
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pada 2014 kedalaman sumur di desanya yaitu 8 m memang sudah dalam 
karena di desa Telukan merupakan desa yang padat dan banyak 
perindustrian, tahun 2014 terjadi konversi 4,8 ha lalu pada tahun 2015 
konversi yang terjadi 1,7 ha dengan kedalaman sumur menjadi 9 m atau 
mengalami percepatan sebesar 11,1% dan pada tahun 2016 terjadi konversi 
sebesar 0,04 ha tetapi masih saja berpengaruh terhadap kedalaman sumur 
yaitu bertambah 1 m dari tahun sebelumnya menjadi 10 m atau menagalami 
percepatan sebesar 10%.   
Dengan kata lain adanya konversi lahan khususnya untuk 
perindustrian mempengaruhi ketersediaan sumber daya air karena suatu 
perindustrian membutuhkan banyak sumber daya air dengan cara melakukan 
pengeboran tanah puluhan meter untuk mendapatkan sumber air yang banyak 
hal inilah salah satu faktor yang mengakibatkan kelangkaan air tanah di 
sekitar perindutrian tersebut.  
Pada tahun 2014 dengan adanya konversi lahan pertanian menjadi 
perindustrian sebesar 80000 m
2 
di kecamatan Grogol dan kedalaman sumur 
rata rata 6 m, lalu tahun 2015 konversi yang terjadi sebesar hanya 44000 m
2
 
tetapi kedalaman sumur bertambah satu meter ditahun berikutnya yaitu tahun 
2016 terjadi konversi sebesar 24500 m
2
 kedalaman sumur bertambah 80 cm. 
dari desa sampel yang paling terkena dampak dari konversi lahan pertanian 
menjadi perindustrian yaitu desa Telukan karena desa Telukan merupakan 
kawasan industri khususnya di kecamatan Grogol ini dibuktikan pada tahun 
2014 kedalaman sumur sudah 8 m tertinggi di kecamatan Grogol dan desa 
Parangjoro yang konversi tahun 2014-2016 sebesar 31000 m
2 
air tanah di 
desa tersebut tidak terlalu sulit didapat karena desa Parangjoro terletak dekat 
dengan aliran sungai bengawan solo. 
Pemanfaatan air bersifat preventif dan represif. Pengawasan yang 
bersifat preventif dilakukan melalui penetapan sistem perijinan untuk dapat 
melakukan pengambilan air dan yang bersifat represif dilakukan melalui 
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pengawasan lapangan saat pengambilan air sudah dilakukan
7
. Pengawasan / 
kontrol pengambilan air mata air dari pemerintah di wilayah Kabupaten 
Sukoharjo khususnya kecamatan grogol dilaksanakan oleh Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan pengawasan dari pemerintah didasarkan 
pada peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pengelolaan sumber daya 
air tanah di Kabupaten Sukoharjo juga didasarkan pada peraturan-peraturan 
yang ada antara lain : UUD 1945 pasal 33 tentang pengelolaan SDA, UU 
no.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, PP no. 42 tahun 2008 tentang 
pengelolaan Sumber Daya Air, PP no. 38 tahun 2011 tentang sungai, PP no. 
121 tahun 2015 tentang penguasaan sumber daya air, Peraturan Gubernur  
Jawa Tengah nomor 48 tahun 2012 tentang kebijakan pengelolaan sumber 
daya air,  Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 20 tahun 2014 tentang izin 
pemakaian dan penguasaan air tanah,Perda Kabupaten Sukoharjo no. 1 tahun 
2015 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Sukoharjo no. 17 tahun 2011 
tentang pengelolaan air tanah. Peraturan di atas dijadikan acuan dan panduan 
dalam pengelolaan sumber daya air di jawa tengah khususnya di Kabupaten 
Sukoharjo. Dari mulai perijinan, pengelolaan dan pengawasan sumber daya 
air di Kabupaten Sukoharjo. Dalam peraturan bupati sukoharjo no 20 tahun 
2014 tentang izin pemakaian dan penguasaan air tanah dicantumkan bahwa 
pemakaian air tanah adalah kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan 
untuk memenuhi kebutuhan pokok seharihari, pertanian rakyat dan kegiatan 
bukan usaha. Pengusahaan Air tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah 
untuk memenuhi kebutuhan usaha. selain untuk irigasi pertanian rakyat harus 
memiliki ijin pakai air. Dalam ijin tersebut akan di atur bagaimana jumlah 
pemakaian air yang di ijinkan agar tidak mengganggu pemanfaat air di 
sekitarnya. Seperti warga untuk kebutuhan sehari harinya, P3A 
(Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang menggunakan air untuk irigasi, dan 
juga lingkungan di sekitarnya. Dalam UU no.7 tahun 2004 , PP no 42 tahun 
                                                           
7 Ardhitya eka Chandra prasetya, 2015, PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP 
EKSPLOITASI SUMBER DAYA AIR PERMUKAAN UNTUK KEPENTINGAN USAHA 
PENJUALAN AIR BERSIH DI DESA KEJI KABUPATEN SEMARANG, skripsi, fakultas ilmu 
sosial dan  ilmu politik, universitas diponegoro semarang. 
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2008  dijelaskan bahwa untuk memiliki hak penggunaan air pihak pemohon 
haruslah mampu memenuhi segala persyaratan  untuk menjaga kelestarian 
dan keberlasungan sumber daya air atau pun lingkungan disekitarnya serta 
mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar atau tidak terdapat penolakan 
dari warga sekitar tempat eksploitasi.  Pada pasal 95 PP no 42 tahun 2008 
dijelaskan perijinan dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk 
kegiatan : 1) pelaksanaan konstruksi pada sumber air; Yang dimaksud 
dengan “konstruksi pada sumber  air” adalah konstruksi yang berada pada 
sumber air termasuk pada sempadan sumber air, misalnya, konstruksi 
jembatan, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon.  
2)Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu; 3) Modifikasi cuaca 
Untuk perizinan ekploitasi sumber daya air di kabupaten Sukoharjo 
diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo no 20 tahun 2014 tentang izin 
pemakaian dan penguasaan sumber daya air peraturan tersebutlah yang 
menjadi acuan dan panduan untuk perizinan eksploitasi sumber daya air 
khususnya di kabupaten sukoharjo, tetapi pemerintah sukoharjo dapat 
mengeluarkan izin setelah mendapat rekomendasi teknis yang berisi 
persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Energi Sumber 
Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Seperti disebutkan dalam pasal 9 
Peraturan Bupati no 20 tahun 2014. Dengan kata lain perindustrian yang 
memerlukan debit air yang besar harus memiliki izin penguasaan sumber 
daya air khususnya air tanah karena sebuah perindustrian mengebor tanah 
puluhan meter hingga sampai ratusan meter untuk mendapatkan air tanah 
yang besar hal tersebut mengakibatkan kelangkaan air tanah bagi rumah 
tangga dibuktikan semakin bertambah dalamnya sumur setiap tahunnya dan 
banyaknya konversi lahan pertanian menjadi perindustrian di kecamatan 
grogol kabupaten sukoharjo terjadi karena relatif sederhananya birokrasi 
perizinan tentang eksploitasi sumber daya air tanah di kabupaten sukoharjo 
yang tercamtum dalam pasal 11 Peraturan Bupati Sukoharjo no 20 tahun 
2014 yaitu: Persyaratan Izin Pemakaian Air Tanah meliputi: a. mengisi 
formulir permohonan bermaterai; b. foto copy KTP pemohon; c. gambar 
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konstruksi sumur; d. hasil analisa air tanah dari laboratorium untuk 
konsumsi; e. denah lokasi dengan bangunan-bangunan teknis lainnya; f. 
rencana pemakaian air tanah; g. surat pernyataan kesanggupan memasang 
water meter; dan h. rekomendasi teknis pemakaian air tanah dari Gubernur 
Jawa Tengah cq Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa 
Tengah di tambah lagi kurang pengawasan terhadap semua pemegang izin 
untuk mempertahankan swasembada pangan yang ada di kabupaten 
sukoharjo serta mencegah rusak sumber daya air tanah. 
Dalam tiga tahun terakhir yaitu di tahun 2014-2016 di kecamatan 
Grogol Kabupaten Sukoharjo terjadi konversi lahan pertanian menjadi 
perindustrian sebesar 17.65 ha hal ini berakibat pada ketersediaan sumber 
daya air tanah di buktikan di desa sampel yaitu pondok,parangjoro, telukan 
dan pandeyan setiap tahun kedalaman sumur warga bertambah ± 1 meter ini 
dikarenakan perindustrian di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 
memerlukan air yang besar dan aspek sosialnya berkurangnya kuantitas air 
tanah atau kelangkaan air tanah untuk rumah tangga dan untuk pertanian ini 
mengakibatkan setiap tahun khususnya pada saat musim kemarau warga 
sekitar daerah perindustrian menggali lagi sumur mereka seperti yang di 
utarakan narasumber (ahli sumur) masing-masing desa sampel. 
Dampak konversi lahan sangat terasa saat musim kemarau tiba karena 
masyarakat harus memantek atau menggali lagi sumur mereka agar 
mendapatkan air bersih dan sebagian warga lebih memilih membuat sumur 
baru agar lebih efisien, di musim hujan bukan tidak ada masalah yang semula 
lahan pertanian yang bisa menyerap air hujan sekarang menjadi industri 
dengan kata lain tidak bisa menyerap air hujan sehingga jika terjadi hujan 
deras sering terjadi banjir selain dampak diatas terdapat juga berupa dampak 
sosial yaitu masyarakat sulit mendapatkan air bersih sehingga masyarakat 
harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan air bersih dengan 
cara berlangganan dengan PDAM, tetapi ada pula yang memilih membuat 
sumur baru. Masalah lingkungan yang di timbulkan dari konversi lahan salah 
satunya rusaknya sumber daya air tanah karena perindustrian di Kecamatan 
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Grogol Kabupaten Sukoharjo rata rata memerlukan sumber daya air tanah 
dengan debit yang besar maka dari itu pabrik pabrik melakukan pengeboran 
yang dalam agar mendapatkan air dengan debit yang besar. Selain konversi 
lahan ada variable lain di luar penelitian ini yang mempengaruhi ketersedian 
sumber daya air tanah. 
4. PENUTUP 
4.1 kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1) Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah 
perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya 
semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi 
dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu 
sendiri salah satunya sumber daya air tanah di kecamatan grogol 
kabupaten sukoharjo di tahun 2014-2016 terjadi konversi 17.65 ha yang 
semula lahan pertanian menjadi perindustrian hal ini mengakibatkan 
kelangkaan sumber daya air tanah di buktikan dengan kedalaman sumur 
warga bertambah ± 1 meter setiap tahunnya, tetapi di desa parangjoro dan 
pandeyan konversi lahan tidak berpengaruh terhadap sumber daya air 
tanah, hal ini diakibatkan karena di desa parangjoro dekat aliran sungai 
bengawan solo dan rata rata perindustrian di desa parangjoro gudang 
mebel, pabrik plastik dan pabrik mebel yang tidak memerlukan banyak air 
begitu pula di desa pandeyan industry disana rata rata gudang dan pabrik 
plastik. 
2) Perizinan usaha industri sebagai instrumen hukum untuk mampu mewujudkan 
kejahteraan sosial untuk perizinan eksploitasi sumber daya air di Kabupaten 
Sukoharjo mengacu pada Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 20 tahun 2014 
tentang izin pemakaian dan penguasaan air tanah, Peraturan Gubernur  Jawa 
Tengah nomor 48 tahun 2012 tentang kebijakan pengelolaan sumber daya air dan 
penguasaan air tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.43 tahun 
2008  tentang air tanah yang pada intinya yang berhak memberikan izin yaitu 
pemda provinsi dengan persetujuan menteri serta Peraturan Pemerintah Republik 
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Indonesia No. 121 tahun 2015 tentang Penguasaan sumber daya air. Izin 
eksploitasi sumber daya air dalam undang-undang tersebut harus memperhatikan: 
ketersediaan sumber daya air, kondisi dan lingkungan sumber air, tujuan 
perusahaan. tetapi pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat mengeluarkan izin 
setelah mendapat rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur Jawa 
Tengah cq Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. 
Dengan banyaknya konversi lahan yang terjadi di jawa tengah khususnya di 
sukoharjo dapat disimpulkan bahwa perizinan tentang eksploitasi sumber daya air 
hanya ada sanksi adminitratif bagi pelanggar oleh karena itu tidak ada efek jera 
bagi pemilik perindustrian. Karena tujuan perizinan untuk mempertahankan 
swasembada pangan.  
3) Alih fungsi lahan pertanian menjadi perindustrian menimbulkan dampak 
sosial dan dampak ekonomi. Dampak sosial yang diakibatkan dari alih 
fungsi lahan pertanian menjadi perindustrian terhadap ketersediaan sumber 
daya air tanah adalah warga sulit memperoleh air bersih dan dampak 
ekonominya yaitu masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk 
mendapatkan air bersih oleh karena itu terpaksa berlangganan dengan 
PDAM, masyarakat harus memantek ( menambah dalam ) sumur mereka 
agar  mendapatkan air bersih tetapi ada pula masyarakat yang memilih 
untuk membuat sumur baru jadi mereka membuat sumur baru di tempat 
yang mereka anggap mudah mendapatkan air bersih. 
4.2 Saran 
Perindustrian yang memerlukan air yang besar perlu adanya pengawasan 
yang intensif salah satunya dengan memperketat izin tentang penggunaan air 
tanah karena air merupakan hal yang penting bagi semua aspek kehidupan, 
oleh karena pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara konservasi 
dan pendayagunaan air tanah bukan tidak mungkin air menjadi barang yang 
mahal dimasa depan untuk menghindari hal tersebut di perlukan aturan yang 
jelas untuk pengusaan air tanah serta melibatkan masyarakat dalam 
pelaksanaanya itu semua untuk untuk mempertahankan swasemsada pangan 
serta menghindari kelangkaan sumber daya air tanah bagi generasi sekarang 
dan yang akan datang. 
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